
  

BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 42                                                                                     TAHUN 2020 

WALI KOTA DEPOK  

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  

NOMOR   41  TAHUN 2020 

  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019  

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  

MELALUI PENYEDIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN 

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan                      

Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16                      

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah 

dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden 

ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan 

peraturan daerah/peraturan kepala daerah serta dalam 

rangka menciptakan pengaturan subklasifikasi dan 

subkualifikasi usaha yang responsif sehingga iklim 

usaha yang baik dapat tercapai, telah ditetapkan 

Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 

Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39                        

Tahun 2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan 

Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;  
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  b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 64P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 

dan untuk mengakomodir pengaturan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan 

langsung dan tender terbatas jasa konstruksi, pada 

tanggal 15 Mei 2020 telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak 

sesuai dan perlu dilakukan pencabutan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota 

Depok Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 

Melalui Penyedia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1999  tentang  

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);           

  3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6018); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54                     

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3957); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor: 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian 

Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum                                    

Nomor: 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian 

Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa 

Konstruksi; 

  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;  

  12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 

Penyedia; 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA 

KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA 

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA 

KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA. 

   

  Pasal 1  

  (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kota 

Depok Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita 

Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

  (2) Dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui 

penyedia di Kota Depok, berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 
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  Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

   

                                                                                  Ditetapkan di Depok 

                             pada tanggal 18 Juni 2020 

                         WALI KOTA DEPOK,  

 

                                                                                                TTD 

 

                                         K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok    

pada tanggal 18 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

    TTD 

 

HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 42 

 

 

 


